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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Larangan
Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai
Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang
bagaimana larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai politik
menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan bagaimana analisis figh
siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai
politik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
studi dokumen (documentary study) yakni mengumpulkan bahan melalui
buku-buku dan buku-buku figh, koran, majalah, makalah, serta bahan-bahan
lainnya yang ada kaitannya dengan larangan keterlibatan anggota Tentara
Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik. Selanjutnya data tersebut
dianalisis dari pandangan figh siyasah dengan pola pikir deduktif yaitu
dengan meletakkan norma figh siyasah, siyasah dusturiyah, sulfah
tanfidhiyah sebagai rujukan dalam menilai mengenai larangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal 5 ayat (2)
Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat
pembatasan anggota TNI untuk menjadi anggota Partai Politik yaitu
mewajibkan anggota TNI bersikap netral dalam kehidupan politik. Hal ini
diatur untuk menjaga eksistensi TNI sebagai aparatur pertahanan dan
keamanan. Larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota Partai
Politik tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
Dalam figh siyasah, larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional
Indonesia menjadi anggota Partai Politik sesuai dengan konsep sulfah
tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas menjalankan peraturan, karena a/-
Jjaysh (pasukan tentara) dilarang oleh amir al-jihad (panglima perang) untuk
terlibat dalam urusan bisnis atau hal lain di luar perang. Hal ini diatur agar
tidak mempengaruhi soliditas dan komitmen pasukan pada tugas utama yang
diemban yaitu sebagai pertahanan negara.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan anggota Tentara
Nasional Indonesia hendaknya tetap selalu menjaga fungsinya sebagai alat
pertahanan meskipun adanya larangan untuk menjadi anggota Partai Politik
sesuai dengan konsep sultah tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas
menjalankan Undang-Undang.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia
Belanda dan Jepang, antara lain bernama Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA.
Sedangkan yang berasal dari rakyat yaitu, Barisan Pemuda, Hisbullah,
Sabililah, dan Pelopor. Di samping laskar-laskar dan tentara pelajar yang
tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum
memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan
Keamanan Rakyat (BKR).!

Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung
profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka
dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan
Rakyat (TKR), yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI),
dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, Tentara

Nasional Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik

! Penjelasan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.



Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,

Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Definisi ABRI terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan
diri dalam wusaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela
berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta
tunduk kepada hukum tentara”.’

Kewenangan ABRI menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yakni:

1. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui
pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan
kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, persyaratan, dan
seleksi atas dasar yang terbaik (Pasal 19 ayat 1).

2. Memperoleh kesempatan untuk promosi berdasarkan karya nyata dengan
mempertimbangkan  kepentingan  Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik (Pasal 20).

3. Mendapat rawatan kedinasan dari negara (Pasal 27 ayat 1).

? Penjelasan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.

3 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.



Kedudukan ABRI sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
adalah aparatur negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.*
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai aparatur negara
dalam ketatanegaraan berkedudukan sebagai peranti bangsa dan negara, yang
bersenjata.” Sebagai aparatur negara yang taat dan setia, ABRI memiliki
kedudukan sebagai peranti bangsa dan negara yang bersenjata.

Tugas Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban
Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan
pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.’

ABRI di bidang pertahanan keamanan negara bertugas sebagai
penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, serta penyelamat
bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, pelatih rakyat guna
menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi
setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari maupun datangnya.

Pada bidang sosial politik ABRI bertugas bertindak selaku dinamisator
dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya

bertugas menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta

% Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.

> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.

6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.



meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keterlibatan
ABRI dalam kehidupan politik merupakan implementasi dari pelaksanaan
Dwifungsi ABRI tersebut. Sehingga selain berfungsi sebagai pertahanan
keamanan negara, ABRI juga memainkan fungsi sosial dan politik.

Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris
Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN)
pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah Dwifungsi diperkenalkan
kemudian pada rapat pimpinan Polri di Porong tahun 1960. Dwifungsi
merupakan istilah untuk penyebutan dua peran militer, yaitu fungsi tempur
dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Nasution
menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana
terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang
memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial,
kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya.®
Istilah Dwifungsi ini adalah dua peran yang dimiliki oleh militer pada saat
itu yakni sebagai fungsi tempur untuk mempertahankan negara dan sebagai
pembina masyarakat dimana militer bersama dengan masyarakat yang saling
bahu-membahu.

TNI sebagai elit masyarakat kemudian berkembang dari waktu ke
waktu, dengan mensejajarkan dirinya dengan negara. Namun lama kelamaan

terdapat ketidakserasian dalam tubuh TNI sendiri, kerjasama yang awalnya

7 Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.
¥ Syamsul Maarif, Militer Dalam Parlemen 1960-2004 (Jakarta: Prenada, 2011), 21.



bersifat non antagostik kemudian menjadi kerjasama yang antagonistik, baik
antara aktor di tubuh internal maupun antara TNI dengan rakyat dan negara.
Berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto menyebabkan jurang legitimasi
yang menganga lebar, sebagaimana tercermin dari penghujatan meluas
terhadap berbagai lembaga dan prosedur politik yang digunakan Orde Baru
termasuk militer. Perubahan konstelasi politik tersebut berdampak pada
kristalisasi gagasan reformasi militer yang menjadi agenda utama dari
gerakan demokratisasi di tahun 1998.°

Pada tahun 2000 ABRI kemudian berubah menjadi Tentara Nasional
Indonesia setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000
tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara. Ketentuan tersebut merupakan dasar
hukum dalam menyusun dan membuat undang-undang tentang Tentara
Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut dan menyikapi tuntutan reformasi untuk menundukkan TNI sebagai
alat negara di bidang pertahanan yang bersikap netral dan tidak berpolitik
praktis, maka keberadaan Undang-Undang tentang TNI merupakan suatu
kebutuhan yang mendesak.'’

Definisi Tentara Nasional Indonesia saat ini menurut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah

warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas

? Ibid., 27.
" Ibid., 419.



pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman
bersenjata.
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 3
yang berisi:
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI
berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan
administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas menunjukkan
kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menunjukkan fungsi dan
perannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya Tentara Nasional
Indonesia ketika melaksanakan pengarahan dan penggunaan kekuatan militer
mestinya atas dasar kebijakan presiden, kedudukan di bawah presiden, serta
di bawah kekuasaan presiden."!

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menunjukkan kedudukan TNI di
bawah koordinasi Departemen Pertahanan antara lain meliputi perencanaan
strategi (pengelolahan pertahanan negara, pengelolahan sumber daya
nasional, perekrutan, pengadaan, penganggaran, serta-pembinaan teknologi
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan lain-lain), serta masalah
administrasi (pendidikan, latihan, kekuatan) yang dibantu oleh para Kepala

Staf Angkatan.'?

""" Andrizal, “Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004” (Jurnal--Universitas Jambi, Jambi, 2014),
114.

" Ibid.



Mengenai tugas kehadiran Tentara Nasional Indonesia diatur dalam
Pasal 7 ayat (1). Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia ialah
“menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.'’ Tugas utama bagi
Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai kekuatan utama dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.

Setiap prajurit memperoleh kesempatan: (1) mengembangkan
kemampuannya  melalui  pendidikan @ dan  penugasan  dengan
mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan; dan, (2) mendapatkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan
berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan
mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Setiap Prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan
dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 49).

Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang
meliputi; (a) perlengkapan perseorangan; dan (b) pakaian seragam dinas.

Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang

1 pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.



meliputi; (a) penghasilan yang layak; (b) tunjangan keluarga; (c)
perumahan/asrama/mess; (d) rawatan kesehatan; (¢) pembinaan mental dan
pelayanan keagamaan; (f) bantuan hukum; (g) asuransi kesehatan dan jiwa;
(h) tunjangan hari tua; dan (i) asuransi penugasan operasi militer."

Pelarangan mengenai keterlibatan anggota TNI menjadi anggota Partai
Politik terdapat dalam Pasal 39 yang berbunyi “Prajurit dilarang terlibat
dalam: 1.Kegiatan menjadi anggota partai politik;”."

Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa Prajurit dapat
diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena menjabat suatu
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat
diduduki oleh seorang prajurit TNI aktif, salah satunya adalah menjadi
anggota partai politik. Sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (1) huruf g sebagai
berikut:'°

Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
atas permintaan sendiri;
telah berakhirnya masa ikatan dinas;
menjalani masa pensiun;
tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
gugur, tewas atau meninggal dunia;
alih status menjadi pegawai negeri sipil;
menduduki jabatan yang menurut perundang-undangan tidak dapat

diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan
berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

RS0 a6 o

s

' Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 519.

"® Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

'® Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.



Peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar terciptanya sikap
profesional bagi TNI agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal
ini senada dengan pernyataan Prof. Dr. B. J. Habibie dalam Rapat Paripurna
Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan

bahwa:!’

“Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses
pemilu, pemerintah mengatur netralitas POLRI, TNI, serta PNS.
Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu,
pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai
politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri
sebagai fasilitator...selain dari itu, dalam rangka menghapuskan KKN
dikalangan PNS, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri
sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang
mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral, dan
profesional. Pengaturan tentang PNS tidak boleh menjadi anggota dan
pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut.
Dengan demikian, PNS dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, optimal, adil, dan merata tanpa
mempertimbangkan golongan aliran politik yang ada.”

Hal tersebut menegaskan bahwa memang TNI haruslah netral dalam
proses pemilu yang tidak boleh menjadi anggota partai politik agar tetap
menjaga netralitasnya.

Dalam Islam, istilah militer terdapat bermacam-macam istilah, di
antara yang dipakai adalah kata al-’askariyah, al-jaysh, al-jund, al-harb, al-
ghazwn, al-gital, al-jihad."®

Secara umum penggunaan istilah itu dapat dikategorikan menjadi dua
rumpun. Pertama, untuk menunjukkan aktifitas perang atau aktifitas yang

dilakukan oleh kelompok militer dalam konteks Islam; seperti al-jihad, al-

' Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, ”Analisis terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI dalam
Pemilihan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, No. 1, Vol. 11 (Januari, 2011), 54.
" Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t.), 22.
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Jjund, dan al-gital. Dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam
konteks mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh di luar Islam.
Kedua, untuk menunjukkan pada eksistensi militer dalam struktur
ketatanegaran. Istilah yang dipakai antara lain; al-harb, al-’askariyah, dan al-
Jjaysh. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni
visi kebangsaan dan kenegaraan."

Tentara atau yang disebut dengan al-jaysh adalah angkatan bersenjata
yang merupakan satu kesatuan. Rasulullah saw mempunyai angkatan
bersenjata yang disebut al-jaysh (tentara atau pasukan). Beliaulah yang
menyiapkan dan memimpin pasukan tersebut. Bahkan beliau juga yang telah
mengangkat para panglima dan komandan untuk memimpin pasukan
tersebut.”’

Dasar hukum latihan tentara atau militer ini berdasarkan QS. Al-Anfal
ayat 39, hukumnya adalah wajib bagi tiap anak laki-laki muslim yang telah

berusia 15 (lima belas) tahun:

- . T Ry wT 2 o 8. - g PR

AT 26 el (B A dles LAl byemy 38 T8 N G asksy

“Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan supaya
agama itu semata-mata untuk Allah”

Kedudukan profesi militer dalam Islam adalah profesi yang mulia.

Militer atau menjadi tentara merupakan profesi paling mulia dalam

" Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam..., 22-23.
0 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Bangil: Ak-Izzah, 2002), 188.
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pandangan Islam dan tidak ada satu profesipun yang lebih mulia dari ini.*'

Sabda Rasulullah saw:

A Can (e B83AT Aag U 1 JEED (pan e B 35

“Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya

terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian yang merasakan

sentuhan sengatan kecil.”(H.R. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan kemulian prajurit yang bertugas di jalan
Allah, yang tidak merasakan sakit waktu terbunuh kecuali sedikit.

Menurut al-Mawardi hak-hak yang harus dimiliki para tentara ada dua
yakni hak-hak yang terkait dengan Allah Ta’ala dan hak-hak yang terkait
dengan panglima perang. Hak-hak yang terkait dengan Allah Ta’ala ada
empat, yakni:**

1. Bersabar terhadap musuh ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan,
dan tidak melarikan diri dari dua orang yang berkekuatan seperti dirinya
atau orang yang kekuatannya di bawah kekuatan dirinya.

2. Meniatkan peperangannya untuk membela agama Allah Ta’ala, dan
mengalahkan agama-agama yang bertentangan dengan agama-Nya.

3. Ia amanah terhadap rampasan perang yang dititipkan kepadanya dan
siapapun tidak dibenarkan mengambil sedikitpun daripadanya hingga

rampasan perang tersebut dibagi-bagi kepada semua penerimanya dari

! Debby M. Nasution, Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah
Saw (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 39.

2 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syari’at Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), 80-86.
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orang-orang yang ikut perang, dan berperan dalam mengalahkan musuh,
karena setiap orang dari mereka mempunyai hak di dalamnya.

4. Ta tidak boleh bermain mata dengan orang-orang musyrik yang ada kaitan
kekerabatan dengannya, dan tidak membela agama Allah karena adanya
hubungan cinta dengan seseorang, karena hak Allah harus diutamakan,
dan membela agama-Nya harus dipentingkan.

Selain itu terdapat pula hak-hak yang terkait dengan panglima perang,

di antaranya ada empat:>

1. Patuh dan setia kepada panglima perang, karena kekuasaannya atas
mereka adalah sah dan taat kepada mereka adalah wajib.

2. Menyerahkan segala persoalan kepada pendapat panglima perang, dan
pengaturannya agar pendapat-pendapat mereka tidak berbeda. Sebab jika
pendapat-pendapat mereka tidak sama, maka itu merusak keutuhan, dan
persatuan mereka.

3. Segera mengerjakan instruksi-instruksi panglima perang, dan patuh
kepada larangan-larangannya, karena kedua sikap tersebut termasuk salah
satu konsekwensi ketaatan. Jika di antara anggota pasukan ada yang tidak
mengerjakan apa yang ia perintahkan, dan malah mengerjakan apa yang ia
larang, maka panglima perang diperbolehkan menindak mereka karena
pelanggaran tersebut sesuai dengan kondisi mereka dan tidak

diperbolehkan bertindak terlalu keras.

2 1bid., 86-88.
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4. Tidak menentang panglima perang dalam pembagian rampasan perang,
jika ia telah membagi-baginya, dan menerima pembagiannya dengan adil,
karena Allah Ta’ala tidak membeda-bedakan dalam pembagian rampasan
perang antara orang yang berstatus sosial tinggi dengan orang yang
berstatus sosial rendah, dan antara orang yang kuat dengan orang lemah.

Sifat-sifat yang membuat mereka berhak dikukuhkan sebagai tentara
menurut al-Mawardi. Sifat-sifat tersebut antara lain:**

1. Baligh. Anak termasuk dalam kategori pengikut. Jadi ia tidak boleh
dikukuhkan dalam dokumen khusus tentang tentara.

2. la orang merdeka (bukan budak), karena budak itu ikut pada tuannya dan
masuk dalam jatah tuannya. Abu Hanifah tidak menganggap point ini
(harus berstatus merdeka) sebagai persyaratan dan ia membolehkan budak
diberi jatah tersendiri dalam dokumen tentara. Pendapat ini adalah
pendapat Abu Bakar, namun pendapat tersebut ditentang Umar bin
Khattab yang mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan jatah, seseorang
harus berstatus merdeka. Imam Syafi’i mengambil pendapat Umar bin
Khattab.

3. Beragama Islam, agar ia membela agama berdasarkan akidahnya dan
nasihatnya serta ijtihadnya diterima. Jika di antara tentara terdapat orang
kafir dzimmi, ia tidak boleh dikukuhkan dalam dokumen tentara. Jika
salah satu dari orang-orang Muslim menjadi murtad, ia dicoret dari

dokumen tentara.

*1bid., 343-344.
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4. Ia bersih dari penyakit-penyakit yang menyebabkannya tidak bisa
berperang. Orang yang menderita sakit kronis tidak boleh diangkat
sebagai tentara, atau orang buta, atau orang yang terpotong salah satu
organ tubuhnya. Orang bisu, dan tuli boleh diangkat sebagai tentara.
Adapun orang pincang, ia boleh dijadikan tentara kavaleri (berkuda) dan
tidak boleh dijadikan pasukan infantri (pejalan kaki).

5. Ia mempunyai keberanian bertempur dan mempunyai pengetahuan
tentang seluk beluk perang. Jika ia tidak mempunyai keberanian
bertempur atau sedikit pengetahuannya tentang seluk beluk perang, ia
tidak boleh diterima sebagai tentara, karena ia dihadapkan pada sesuatu
yang tidak mampu ia kerjakan.

Dalam buku al-Mawardi, beliau menyatakan bahwa ada beberapa hal

yang harus diperhatikan panglima perang dalam memimpin anak buahnya, di

antaranya yaitu tidak membiarkan seorangpun dari anggota pasukannya

sibuk dalam urusan bisnis atau hal lain di luar perang, karena hal tersebut
dapat mempengaruhi solidaritas dan komitmen pasukan atas tugas utama
yang diemban.”

Sementara itu terdapat dalil yang disyariatkannya terlibat dalam

kegiatan politik terdapat dalam QS. Ar-Ruum ayat 1-4:

T

O R EE

o, — 2 3 " o PP e =EX 4 . A
0 Dol mon 2y o e JB o eVl b Do oy

% 1bid., 78.
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“l. Alif laam Miim 2. telah dikalahkan bangsa Rumawi 3. di negeri

yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang 4.

dalam beberapa tahun lagi. bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah

(mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu

bergembiralah orang-orang yang beriman,”

Ayat ini memberi isyarat, perhatian kaum muslimin di zaman Nabi saw
terhadap perkembangan politik, hingga jauh di luar kawasan jazirah
Arabiyah.”®

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada
warga negara untuk dapat menjadi anggota Partai Politik, sebagai wujud
realisasi dari Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sementara
itu dalam Pasal 39 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia yang juga
merupakan warga negara, terhalang haknya untuk dapat menjadi anggota
Partai Politik.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan analisis dengan
judul Tinjauan Figh Siyasah terhadap Larangan Keterlibatan Anggota

Tentara Nasional Indonesia menjadi Anggota Partai Politik menurut

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah yang muncul menurut latar belakang di

atas adalah sebagai berikut:

26 Rapung Samuddin, Figh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan
Politik (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 137-138.
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1. Deskripsi larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai
politik

2. Kewajiban anggota TNI menurut hukum positif

3. Kewajiban anggota TNI menurut figh siyasah

4. Larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi
anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

5. Analisis figh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara

Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik

Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan
batasan masalah sebagai berikut:
1. Larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi
anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
2. Analisis figh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara

Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik

Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai

politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004?
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2. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota

TNI menjadi anggota partai politik?

E. Kajian Pustaka
Dari penelusuran pustaka pada penelitian terdahulu, tidak dijumpai
mengenai judul penelitian yang sama yang diteliti oleh mahasiswa UIN

Sunan Ampel Surabaya, yaitu:

1. Tinjavan Fikih Siyasah terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
sebagai Alat Pertahanan Negara oleh Ahmadi, skripsi yang ditulis
Ahmadi ini lebih fokus terhadap tinjauan atau cara pandang fikih siyasah
terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan
negara menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNIL?’
Berbeda dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada tinjauan atau cara
pandang figh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara
Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 dalam Perspektif Fikih Siyasah
oleh M. Mustofa, skripsi ini lebih fokus pada tugas dan fungsi Lembaga
Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67
Tahun 2006 dan pandangan fikih sivasah terhadap tugas dan fungsi

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden

" Ahmadi, “Tinjauan Figih Siyasah terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai
Alat Pertahanan Negara” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 7.
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No. 67 Tahun 2006.”® Sedangkan penelitian ini lebih terhadap tinjauan
dari figh siyasah tentang larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional
Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian
ini ialah bahwa penelitian ini mengarah kepada pelarangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

serta ditinjau dengan menggunakan figh siyasah.

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dalam penelitian skripsi ini
ialah sebagai berikut:
1. Mengetahui larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai
politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
2. Mengetahui analisis figh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota

TNI menjadi anggota partai politik

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam segi

teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

® M. Mustofa, “Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 dalam Perspektif Figh Siyasah” (Skripsi--Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 8.
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1. Dari segi teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan dan
memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum tata negara dan figh
siyasah, khususnya yang terkait dengan larangan keterlibatan anggota
TNI menjadi anggota partai politik.

2. Dari segi praktis, diharapkan berguna bagi para prkatisi hukum khususnya

di pengadilan militer sebagai pedoman dalam memutuskan perkara.

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan
pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan terkait
dengan judul penelitian yakni Tinjauan Figh Siyasah terhadap Larangan
Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi Anggota Partai
Politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia:

1. Figh Siyasah

Figh siyasah adalah hukum tata negara Islam yang mempelajari
permasalahan yang mengatur urusan umat dan negara. Peraturan-
peraturan yang terdapat dalam ilmu tersebut dibuat oleh penguasa yang
harus sesuai dengan ajaran dan syariat demi terwujudnya kemaslahatan

2
umat. ?

»J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 28.
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2. Larangan Keterlibatan
Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu
perbuatan, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci,
atau sesuatu yang terlarang karena kekecualian.’® Keterlibatan adalah
keadaan yang terlibat atau turut terbawa-bawa dalam suatu masalah.’'
Larangan keterlibatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perintah
atau aturan yang melarang anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat
menjadi anggota partai politik.
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia
Prajurit adalah anggota TNI** “Prajurit adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.”> Dalam hal ini prajurit
digolongkan dalam kepangkatan yakni perwira, bintara, dan tamtama
sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI.
4. Anggota Partai Politik
Anggota Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita

30 Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, dalam
https://kbbi.web.id/larang.html, diakses pada 02 Juli 2019.

! Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, dalam https://kbbi.web.id/libat,
diakses pada 02 Juli 2019.

32 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

33 Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.


https://kbbi.web.id/larang.html
https://kbbi.web.id/libat
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yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut
keduduk politik (biasanya), dengan cara Kkonstitusional guna
melaksanakan kebijaksanaan-kebijakasanaan mereka.’* Dalam penelitian
ini adalah anggota Partai Politik yang juga sebagai anggota Tentara

Nasional Indonesia.

I. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang mengacu kepada
figh siyasah dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan
metode studi dokumen (documentary study) yakni mengumpulkan bahan
melalui buku-buku dan buku-buku figh, koran, majalah, makalah, serta
bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.
2. Data yang Dikumpulkan
Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inqury) secara sistematis
dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-
masalah yang dapat dipecahkan.”” Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah:
a. Data tentang larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional
Indonesia menjadi anggota partai politik menurut UU No. 34 Tahun

2004 Tentang TNI.

* Miriam Budiardjo, Dasar-dasar limu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 162.
3 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 10.
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b. Data tentang pandangan figh siyasah terhadap larangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer ialah data yang yang secara langsung memberikan
informasi kepada pengumpul data sumber data primer penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.

b. Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung
memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui
orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai
sumber data sekunder adalah:

1) A. Djazuli. Figh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat
dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 2003.

2) Abdul Qadim Zallum. Sistem Pemerintahan Islam. Bangil: Ak-
[zzah. 2002.

3) Ahmad Sukardja. Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara
dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta:Sinar Grafika. 2012.

4) Bilveer Singh. Dwifungsi ABRI: Asal-Usul, Aktualisasi dan
Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama. 1995.



5)

6)

7)

8)

9)
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Debby M Nasution. Kedudukan Militer dalam Islam dan
Peranannya pada Masa Rasulullah Saw. Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana Yogya. 2002.

Imam al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sultaniyah: Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam. Jakarta: Darul
Falah. 2006.

Imam Amrusi Jailani. et al. Hukum Tata Negara Islam: Buku
Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: IAIN Sunan
Ampel Press. 2013.

Imam Yahya. Tradisi Militer dalam Islam. Jogjakarta: Logung
Pustaka. t.t.

J. Suyuthi Pulungan. Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan

Pemikiran. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.

10) M. Hasan Ubaidillah. Kelembagaan Pemerintahan Islam.
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14) Syamsul Maarif. Militer Dalam Parlemen 1960-2004. Jakarta:
Prenada. 2011.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka diambil dari beberapa sumber seperti buku, undang-undang, artikel,
jurnal, dan internet. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat
hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah secara deskriptif
serta menggunakan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif, metode dengan menggunakan atau menjelaskan data-data
yang telah diperoleh sehingga mampu memahami secara keseluruhan.
Data-data tersebut antara lain yang berkaitan dengan larangan
keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota
partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia dan data pandangan figh siyasah terhadap
larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi
anggota partai politik.

b. Deduktif, merupakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta maupun
kasus-kasus yang secara khusus berkaitan dengan larangan keterlibatan

anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik
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menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia ditinjau dari figh siyasah.

Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab yang mana
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11, adalah konsep figh siyasah mengenai larangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik.

Bab III, adalah data hasil penelitian mengenai larangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Bab IV, adalah analisis figh siyasah terhadap larangan keterlibatan
anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik.

Bab V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

KONSEP FIQH SIYASAHMENGENAI LARANGAN KETERLIBATAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK

A. Konsep Figh Siyasah

Figh siyasah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu figh dan al-siyasi. Menurut
bahasa figh artinya faham. Sementara al-siyasi berasal dari kata
A - (usng - Gl yang memiliki arti mengatur.'

Secara bahasa figh ialah pemahaman secara mendalam.” Pengertian
figh berdasarkan istilah merupakan ilmu tentang hukum atau peraturan-
peraturan yang berdasarkan hukum syara’, yang mana ilmu pengetahuan
tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia yang sifatnya amaliyah, hukum
atau pengaturan tersebut harus mengacu berdasarkan al-Qur’an dan sunnah.’

Sementara kata siyasah berasal dari kata sasa yang memiliki arti
mengurus, mengatur, mengendalikan, ataupun membuat keputusan. Oleh
karena itu siyasah memiliki arti pemerintahan, pembuat kebijakan,

pengambilan keputusan, pengurusan, pengaturan, pengendalian, pengawasan,

" Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan
Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2013), 6. ~

> Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 2-3.

* J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 24.
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dan perekayasaan.! Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau

membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-

Magqrizi, yang menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur.

Jadi, siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,
politik dan pemerintahan. Oleh karena itu siyasah berarti mengurus,
mengatur, dan membuat kebijaksanaan yang sifatnya politis untuk mencapai
tujuan.5

Dari segi pengertian secara istilah atau terminologis makna siyasah ini
memiliki perbedaan, terutama dari para ahli. hukum. Islam, diantaranya:

1. Ibnu Manzhur, sivasah adalah pengaturan menggunakan metode untuk
mencapai kemaslahatan.

2. Abdul Wahhab Khalaf, siyasah adalah sebuah pembuatan peraturan untuk
menjaga agar kondisi tetap tertib dan mengatur tentang pengaturan
mengani hal-hal yang lainnya.

3. Abdurrahman, siyasah merupakan aturan, lembaga peradilan, serta
lembaga pelaksana hubungan luar negeri dan pelaksana administrasi.’

4. Ton ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim, siyasah merupakan seluruh
perbuatan manusia agar menjadikan manusia lebih baik dan terhindar dari
kemafsadatan, meskipun Rasulullah saw tidak menetapkannya, dan Allah

Swt tidak menentukannya.

* A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana ,2003), 25-26.

> J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran...,25.

% Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 7.
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Dari pengertian diatas, baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat
diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan
antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga
negara, lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern
suatu negara atau yang bersifat ekstern suatu negara dalam berbagai bidang.’

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, figh siyasah adalah aspek
hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam
bernegara demi terwujudnya kemaslahatan. Sumber hukum figh siyasah
berasal dari al-Qur’an dan sunnah yang berhubungan dengan kehidupan
bermasyarakat serta bernegara.®

Sebagai ilmu tata negara Islam, figh siyasah antara lain membicarakan
tentang siapa sumberkekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan
bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya dan
kepada siapa  pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan
kekuasaannya.9

Dalam hal bidang ataupun ruang lingkup kajian figh siyasah ini para
ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan ini dilihat dari sisi
jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini

tidak menjadi suatu hal yang prinsipil. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab

" Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, No. 1,
Vol. XVIII (Juni, 2014), 99.
¥ Muhammad Iqbal, Figh Sivasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., 4.
9 11 -
Ibid., 4.
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al-ahkam al-sultaniyah, beliau membagi ruang lingkupnya menjadi 5 (lima)

bagian antara lain:'°

1.

2.

Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)

Siyasah maliyah (siyasah keuangan)

. Siyasah gada’iyah (siyasah peradilan)
. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)

. Siyasah idariyah (siyasah administrasi)

Ibnu Taimiyah membahas figh siyasah menjadi beberapa bidang,

diantaranya: 1. siyasah dusturiyah, 2. siyasah idariyah, 3. siyasah dauliyah

(siyasah hubungan internasional), dan 4. siyasah maliyah."' Sementara itu

menurut Abdul Wahhab Khalaf hanya membahas tiga bidang saja, yaitu: 1.

siyasah dusturiyah, 2. siyasah kharjiyah (siyasah hubungan luar negeri), dan

3.

siyasah maliyah "> Selanjutnya Hasbi Ash Shidieqy membagi bidang figh

siyasah kepada 8 (delapan) bidang, yaitu:13

1.

Siyasah  dusturiyah shar’iyah (kebijaksanaan tentang peraturan
perundang-undangan)

Siyasah tashri’iyah shar’iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)

. Siyasah qada’iyah shar’iyah (kebijaksanaan peradilan)

Siyasah maliyah shar’iyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

. Siyasah idariyah shar’iyah (kebijaksanaan administrasi negara)

. Siyasah dauliyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

" Ibid.,

1 1bid.
12 1bid.

13.

" A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi..., 3
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7. Siyasah tanfidhiyah shar’iyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah harbiyah shar’iyah (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian figh siyasah ini
dapat pula disederhanakan ke dalam 3 (tiga) bagian pokok yang utama,
antara lain sebagai berikut:'*

1. Politik Perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah)

Bidang ini berisi 1. tashri’iyah atau penetapan hukum yang
dijalankan oleh lembaga legislatif, 2. gada’iyah atau peradilan yang
dijalankan oleh lembaga yudikatif, dan 3. idariyah atau administrasi
pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.

2. Politik Luar Negeri (Sivasah Kharijiyah)

Bidang ini berisi hubungan antara kepentingan dan hak antar
individu dalam masyrakat, seperti antara warga negara non-muslim
dengan warga negara muslim yang berbeda kebangsan atau hukum
perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim
dengan negara non-muslim atau hubungan internasional.

3. Politik Keuangan dan Moneter (Siyasah Maliyah)

Permasalahan yang termasuk dalam bagian ini adalah sumber-
sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan

perbankan.

'* Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., 13-14.
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Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bidang figh siyasah yang
membahas mengenai pengaturan perundang-undangan negara agar sejalan
dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang, itu mengacu pada
konstitusi yang terdapat dalam syari’at Islam sebagaimana dalam al-Qur’an
dan sunnah dijelaskan mengenai akidah, ibadah, akhlak, mualamah, dan lain-
lain."

Siyasah dusturiyah menurut J. Suyuthi Pulungan adalah siyasah yang
mengatur aturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan,
pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan secara umum bagi pelaksana
urusan umat, ketetapan hak wajib bagi seseorang dan masyarakat, serta
hubungan penguasa dan rakyat.'®

Dari definisi siyasah dusturiyah di atas, perundang-undangan yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah perundang-undangan negara yang
sejalan dengan konstitusi yang di dalamnya terdapat syari’at Islam yang
menjelaskan mengenai militer atau tentara.

Berikut adalah dasar hukum figh siyasah dusturiyah, antara lain
sebagai berikut:

1. Al-Quran yakni mengenai ayat-ayat tentang bernegara.

2. Hadis-hadis yang ada kaitannya dengan imamah, serta kebijaksanaan
Rasulullah saw., dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

3. Kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan sistem

pemerintahan meskipun mereka memiliki perbedaan dalam memerintah,

'S Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 22.
' J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran..., 43-44.
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akan tetapi mereka memiliki kesamaan yakni berorientasi kepada sebesar-
besarnya untuk kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad para ulama.

5. Adat kebiasaan yang sejalan serta tidak bertentangan dengan prinsip al-
Quran dan hadis."”

Bidang figh siyasah dusturiyah ini dibagi menjadi empat, yakni

mencakup:'®

|. Siyasah tashri’iyah shar’iyah (siyasah penctapan hukum yang sesuai
menurut syariat)

2. Siyasah gada’iyah shar’iyah (siyvasah peradilan yang sesuai menurut
syariat)

3. Siyasah idariyah shar’iyah (siyasah administrasi yang sesuai dengan
syariat)

4. Siyasah tanfidhiyah shar’iyah (siyasah pelaksanaan syariat).

Kekuasaan atau sultah, menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi

tiga macam, antara lain sebagai berikut:'’

1. Sultah tashri’iyah, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan
atau legislatif.

2. Sultah tanfidhiyah, kekuasaan menjalankan peraturan perundang-
undangan atau eksekutif.

3. Sultah gada’iyah, kekuasaan kehakiman atau yudikatif.

"7 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi..., 53-54.
'8 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran..., 43.
" Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 29.
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Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat dilihat pada masa
Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh
khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syuro dan kekuasaan
yudikatif dipegang oleh gadhi atau hakim. Berikut penjelasan mengenai
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif:

1. Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif atau sultah tashri’iyah merupakan kekuasaan
pemerintahan Islam untuk membuat sekaligus menetapkan hukum,
mengatur masalah kenegaraan, yang berdasar syariat Islam.>
2. Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut sultah tanfidhiyah yang
mana bertugas melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif ini
sudah dikenal sejak masa khalifah Abu Bakar al-siddiq hingga Turky
Usmani dengan seorang khalifah/imam/amir. Pendapat Abdul Wahhab
Khallaf, khalifah adalah seorang yang memegang kekuasaan tertinggi
mengenai kepengurusan negara dan agama, selain itu khalifah juga
menjadi imam shalat, amir al-hajj, memberi rekomendasi syair Islam di
masjid, wazir (perdana menteri/menteri), katib (sekretaris khalifah), hajib
(pengawal khalifah), amir al-jihad (panglima perang), dan lain sebagainya

mulai dipraktikkan pada masa selanjutnya. Pemegang kekuasaan

*» Wery Gusmansyah, “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Jurnal Pemerintahan dan
Politik Islam, No. 2, Vol. 2 (2017), 129-132.
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eksekutif adalah pemimpin wilayah, panglima militer, penarik pajak,
pengatur kemanan dan semua aparat pemerintahan.”’
3. Kekuasaan Yudikatif

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang
mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam
konsep figh siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sultah
gadaiyah. Tujuan adanya kekuasaan ini yakni untuk menyelesaikan
perkara-perkara seperti perbantahan dan permusuhan, pidana dan
penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya
kepada orang yang berhak, memelihara orang yang kehilangan hak-
haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.*

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut sultah tanfidhiyyah yang
bertugas melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan ini sudah dikenal sejak
masa kekhalifah Abu Bakar al-siddiq hingga Turki Utsmani yang bertumpu
pada seorang khalifah, imam, dan amir. Menurut Abdul Wahhab Khallaf
jabatan khalifah adalah jabatan yang memegang kekuasaan tertinggi di
dalam pemerintahan yang bertugas memimpin urusan agama dan negara.
Khalifah juga menjadi imam shalat, amir al-hajj, memberi rekomendasi syair

Islam di masjid, wazir (perdana menteri/menteri), katib (sekretaris khalifah),

o Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif' Fikih
Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 134.
22 Imam Amrusi J ailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 29.
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hajib (pengawal khalifah), amir al-jihad (panglima perang), dan lain
sebagainya mulai dipraktikkan pada masa selanjutnya.”

Kekuasaan eksekutif pada prinsipnya mencakup beberapa bidang yaitu
sebagai berikut:**

1. Pemerintahan, yakni melaksanakan Undang-Undang.

2. Administrasi, yakni menyelenggarakan Undang-Undang.

3. Diplomasi, yakni melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara-
negara lain.

4. Militer, yakni mengatur angkatan bersenjata, ketertiban dan keamanan
dari pertahanan negara.

5. Yudikatif, yakni hak memberikan amnesti, abolisi, grasi, serta
rehabilitasi.

6. Legislasi, yakni membuat rancangan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa bidang yang termasuk dalam kekuasaan
eksekutif di atas, militer termasuk di dalamnya yakni bidang sultah
tanfidhiyah, yang mana bertugas melaksanakan Undang-Undang.

Tentara atau militer memiliki istilah yang beragam dalam Islam, istilah
yang-dipakai-tersebut antara lain adalah al-’askariyah, al-jaysh, al-jund, al-
harb, al-ghazwn, al-qital, al-jihad>

Secara umum penggunaan istilah itu dapat dikategorikan menjadi dua

rumpun. Pertama, untuk menunjukkan aktifitas perang atau aktifitas yang

» Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara..., 134.
* bid., 135.
* Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t.), 22.



36

dilakukan oleh kelompok militer dalam konteks Islam; seperti al-jihad, al-
jund, dan al-gital. Dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam
konteks mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh di luar Islam.
Kedua, tetap menunjukkan pada eksistensi militer dalam struktur
ketatanegaran. Istilah yang dipakai antara lain; al-harb, al-’askariyah, dan al-
Jjaysh. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni

visi kebangsaan dan kenegaraan.*®

B. Kedudukan Militer Dalam Islam

Tentara atau yang disebut dengan al/-jaysh adalah angkatan bersenjata
yang merupakan satu kesatuan. Rasulullah saw mempunyai angkatan
bersenjata, yaitu a/-jaysh (tentara atau pasukan). Beliaulah yang menyiapkan
pasukan tersebut. Dan beliau jugalah yang memimpinnya, bahkan beliau juga
yang telah mengangkat para panglima dan komandan untuk memimpin
pasukan tersebut.”’

Dasar hukum latihan tentara atau militer ini berdasarkan QS. Al-Anfal
ayat 39, hukumnya adalah wajib bagi tiap anak laki-laki muslim yang telah

berusia 15 (lima belas) tahun:
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% Ibid., 22-23.
7 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Bangil: Ak-Izzah, 2002), 188.
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“Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan supaya
agama itu semata-mata untuk Allah”

Sabda Rasulullah saw:
el 2l Q05 G, ) has

“Perangilah orang-orang musyrik itu, dengan harta benda, tangan dan

lisan kalian (HR. Abu Dawud dari Anas)”

Tentara terbagi menjadi dua kelompok dalam Islam, yakni kelompok
militer murtazigah dan kelompok militer mutathawi "ah*®

Pengertian militer murtazigah merupakan militer yang resmi dan
memperoleh gaji yang tetap yang diberi oleh negara, anggaran tersebut
bersumber dari pos pertahanan dan keamanan. Kelompok ini bertugas
mempertahankan keutuhan negara dengan cara menghalangi musuh dari luar.
Selain itu mereka juga harus siap setiap saat ketika sewaktu-waktu negara
dalam keadaan darurat dan terjadi perang.”

Militer mutathawi’ah adalah kelompok militer semesta atau kelompok
militer suakrela yang dijadikan sebagai cadangan ketika sewaktu-waktu
negara dalam keadaan darurat dan bahaya sehingga terjadi perang. Kelompok
ini terdiri dari lak-laki, serta perempuan dan anak-anak dengan alasan
kesadaran dan juga kemuan untuk mempertahankan negara dan pasukan dari
luar atau asing. Anggaran kelompok militer ini bersumber dari baitul mal ™

Tugas para tentara ini termuat dalam dokumen negara. Selain itu

dokumen negara dibuat untuk menjaga hak-hak negara seperti tugas-tugas,

* Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam..., 45.
* 1bid., 45.
* Ibid., 47-48.
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dan kekayaan negara, serta pihak yang mengerjakannya; para tentara atau
pegawai. Orang yang pertama kali membuat dokumen negara dalam Islam
adalah Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu.*’

Kedudukan profesi militer dalam Islam adalah profesi yang mulia.
Militer atau menjadi tentara merupakan profesi paling mulia dalam
pandangan Islam dan tidak ada satu profesipun yang lebih mulia dari ini.*?
Sabda Rasulullah saw:

AL Gut (e 08T 300 L& V) I G e 60 S5

“Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya

terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian yang merasakan

sentuhan sengatan kecil.”(H.R. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan kemulian prajurit yang bertugas di jalan
Allah, yang tidak merasakan sakit waktu terbunuh kecuali sedikit.

Sejarahpun membuktikan bahwa Beliau telah melakukan tugas-tugas
kemiliteran dan juga kepala negara, seperti: membentuk pasukan-pasukan
khusus atau sariyah, mengangkat komandan pasukan, mengatur jadwal
operasi-operasi militer dan bahkan terjun langsung memimpin pertempuran-
pertempuran besar.””

Di usianya yang senja, pada bulan Rajab tahun ke-9 H, beliau

memimpin pasukan yang terdiri dari 3000 orang pilihan ke Tabuk untuk

menyambut pasukan Romawi, padahal usia Beliau sudah mencapai 62 tahun,

' Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syari’at Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), 335.

> Debby M. Nasution, Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah
Saw (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 39

* Ibid., 40.
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gerakannyapun sudah mulai lamban, bahkan shalat malamnya yang panjang
sudah sering dilakukan dengan duduk. Namun, sebagai seorang militer
semangat tempurnya dalam berjihad £ sabilillah tidak pernah surut walaupun
sekejap. Bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya, dalam keadaan sakit yang
berat menjelang wafatnya, Beliau masih menyempatkan diri untuk
membentuk satu pasukan khusus serta mengangkat seorang komandan yaitu
Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan ke Mu’tah. Dan Beliaupun wafat
dengan tenang pada saat pasukan itu berada di Jurf, kurang lebih satu mil
dari Madinah dan telah siap berangkat melaksanakan tugas.>*

Dalam figh siyasah, panglima perang masuk pada pembahasan amir al-
Jjihad® Amir al-jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk
menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan
dalam negeri dan perindustrian. Dia bertugas untuk memimpin dan
mengaturnya.’® Pasukan militer ini di bawah kepemimpinan seorang amir al-
Jjihad.

Menurut al-Mawardi ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan
amir al-jihad dalam memimpin anak buahnya yaitu:*’

1. Mengawal pasukan dari serangan sporadis pihak musuh hingga mereka
berhasil membawanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memeriksa

tempat-tempat persembunyian lawan dan melindungi wilayah-wilayah

34 1.
Ibid.

> Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara..., 134.

3% Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam..., 171.

7 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014), 67-69.



40

perthanan anak buahnya dengan penjagaan yang membuat mereka
merasa aman terhadap jiwa dan harta mereka. Dengan cara seperti ini
mereka bisa beristirahat pada saat harus istirahat, dan merasa aman dari
belakang mereka ketika perang meletus.

Menentukan tempat strategis bagi pasukannya kemudian dari tempat
tersebut mereka menyerang musuh. Hendaknya mereka ditempatkan di
tempat yang luas, banyak rerumputan, banyak air, dan banyak
pepohonan untuk berteduh. Ini agar tempat tersebut dapat membantu
mereka dalam melakukan penyerangan dan menguatkan mereka dalam
pertahanan.

Menyiapkan apa saja yang dibutuhkan pasukannya: seperti pembekalan,
dan persediaan makanan hewan perang, yang ia distribusikan kepada
mereka tepat pada waktunya, hingga mereka cukup pembekalan tanpa
bersusah payah mencarinya, mampu bertempur dengan sangat optimal,
dan menyerang lawan dengan sangat maksimal.

Mengetahui informasi-informasi tentang pihak musuh kemudian
memikirkannya. Ia selidiki ihwal musuh hingga ia betul-betul
menguasainya. Ini agar ia selamat dari tipu muslihat mereka, dan
mampu menyerang mereka dengan tiba-tiba.

Mengatur pasukan dalam barisan-barisan perang, dan memberikan
kepercayaan kepada masing-masing kelompok yang ia lihat sanggup
menerimanya. la hendaknya menginspeksi barisan-barisan pasukannya

dari kemungkinan adanya kekurangan di dalamnya, dan memperhatikan
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dengan serius setiap pasukan yang diincar lawan kemudian ia
memberikan bala bantuan kepada pasukan.

Menguatkan jiwa pasukannya dengan apa saja yang membuat mereka
yakin memperoleh kemenangan. Ia hendaknya “menyedikitkan” jumlah
hak musuh di mata pasukannya, agar pasukannya lebih berani
menghadapi mereka, karena dengan keberanian itulah, kemenangan
dapat dengan mudah diraih.

Menjanjikan kepada orang-orang yang sabar dan mendapatkan musibah
bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta’ala jika mereka
gugur sebagai syuhada, dan menjanjikan mereka akan mendapatkan
imbalan rampasan perang, jika mereka masih hidup.

Berkonsultasi (bermusyawarah) kepada orang-orang yang ahli dalam
masalah-masalah yang pelik, dan bertanya kepada orang yang bernyali
kuat dalam masalah-masalah yang jelas, agar ia selamat dari kesalahan,
terbebas dari penyimpangan, dan ia semakin dekat kepada kemenangan.
Mengkondisikan pasukannya untuk menunaikan hak-hak yang
diwajibkan Allah Swt., dan batasan-batasan yang telah diperintahkan
kepada mereka, sehingga tidak terjadi sikap berlebih-lebihan dan
tindakan sewenang-wenang dalam agama.

Tidak membiarkan seorangpun dari anggota pasukannya sibuk dalam
urusan bisnis atau hal lain diluar perang, karena hal tersebut dapat
mempengaruhi soliditas dan komitmen pasukan atas tugas utama yang

diembannya.
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Dalam bagian pertama dari dokumen negara terdapat dokumen negara
khusus tentang tentara. Dokumen khusus tentang tentara ini memuat
pengukuhan para tentara dan penentuan gaji mereka. Pengukuhan nama-
nama mereka dalam dokumen negara harus memenuhi tiga syarat:*®
1. Sifat-sifat yang membuat mereka berhak dikukuhkan sebagai tentara

menurut al-Mawardi. Sifat-sifat tersebut antara lain:*

a. Baligh. Anak termasuk dalam kategori pengikut. Jadi ia tidak boleh
dikukuhkan dalam dokumen khusus tentang tentara.

b. Ia orang merdeka (bukan budak), karena budak itu ikut pada tuannya
dan masuk dalam jatah tuannya. Abu Hanifah tidak menganggap point
ini (harus berstatus merdeka) sebagai persyaratan dan ia membolehkan
budak diberi jatah tersendiri dalam dokumen tentara. Pendapat ini
adalah pendapat Abu Bakar, namun pendapat tersebut ditentang Umar
bin Khattab yang mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan jatah,
seseorang harus berstatus merdeka. Imam Syafi’i mengambil pendapat
Umar bin Khattab.

c. Beragama Islam, agar ia membela agama berdasarkan akidahnya dan
nasihatnya serta ijtihadnya diterima. Jika di antara tentara terdapat
orang kafir dzimmi, ia tidak boleh dikukuhkan dalam dokumen tentara.
Jika salah satu dari orang-orang Muslim menjadi murtad, ia dicoret

dari dokumen tentara.

¥ Imam al-Mawardi, A/-Ahkam Al-Sultaniyah..., 343-346.
* Ibid., 343-344.
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d. Ia bersih dari penyakit-penyakit yang menyebabkannya tidak bisa
berperang. Orang yang menderita sakit kronis tidak boleh diangkat
sebagai tentara, atau orang buta, atau orang yang terpotong salah satu
organ tubuhnya. Orang bisu, dan tuli boleh diangkat sebagai tentara.
Adapun orang pincang, ia boleh dijadikan tentara kavaleri (berkuda)
dan tidak boleh dijadikan pasukan infantri (pejalan kaki).

e. la mempunyai keberanian bertempur dan mempunyai pengetahuan
tentang seluk beluk perang. Jika ia tidak mempunyai keberanian
bertempur atau sedikit pengetahuannya tentang seluk beluk perang, ia
tidak boleh diterima sebagai tentara, karena ia dihadapkan pada
sesuatu yang tidak mampu ia kerjakan.

2. Sebab yang menjadikan mereka berhak mendapatkan penggolongan.

Penggolongan mereka ada dua jenis yakni umum dan khusus.

a. Penggolongan umum, yaitu penggolongan orang per-orang. Masing-
masing orang digolongkan berdasarkan kecepatannya masuk Islam.
Jika mereka masuk Islam secara bersamaan, mereka digolongkan
berdasarkan usianya. Jika usia mereka sama, mereka digolongkan
berdasarkan keberaniannya. Jika keberanian mereka sama, pihak
berwenang bebas memilih antara menggolongkan berdasarkan undian,
atau berdasarkan pendapatnya dan ijtihad pribadinya.

b. Penggolongan khusus, ialah penggolongan kabilah dan ras, sehingga

setiap kabilah mempunyai tanda khusus yang membedakannya dari
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kabilah yang lain dan setiap ras mempunyai tanda tersendiri yang

membedakannya dari ras lain.

3. Golongan mereka, karena gaji mereka ditentukan berdasarkan gaji
mereka. Standart penentuan gaji ialah cukup hingga tentara tidak mencari
penghasilan tambahan yang membuatnya tidak bisa melindungi wilayah
negara. Standart cukup harus memperhatikan tiga aspek, antara lain:

a. Jumlah keluarga yang ditanggungnya; anak-anak dan budaknya.

b. Jumlah kuda yang ia tambat.

c. Lokasi yang dimana seseorang ditempatkan di dalamnya; mahal
tidaknya harga-harga barang didalamnya.

Menurut al-Mawardi hak-hak yang harus dimiliki para tentara ada dua
yakni hak-hak yang terkait dengan Allah Ta’ala dan hak-hak yang terkait
dengan panglima perang. Hak-hak yang terkait dengan Allah Ta’ala ada
empat, yakni:*’

1. Bersabar terhadap musuh ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan,
dan tidak melarikan diri dari dua orang yang berkekuatan seperti dirinya
atau orang yang kekuatannya di bawah kekuatan dirinya.

2. Meniatkan peperangannya untuk membela agama Allah Ta’ala, dan
mengalahkan agama-agama yang bertentangan dengan agama-Nya.

3. la amanah terhadap rampasan perang yang dititipkan kepadanya dan
siapapun tidak dibenarkan mengambil sedikitpun daripadanya hingga

rampasan perang tersebut dibagi-bagi kepada semua penerimanya dari

“ 1bid., 80-86.
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orang-orang yang ikut perang, dan berperan dalam mengalahkan musuh,
karena setiap orang dari mereka mempunyai hak di dalamnya.

4. Ta tidak boleh bermain mata dengan orang-orang musyrik yang ada kaitan
kekerabatan dengannya, dan tidak membela agama Allah karena adanya
hubungan cinta dengan seseorang, karena hak Allah harus diutamakan,
dan membela agama-Nya harus dipentingkan.

Selain itu terdapat pula hak-hak yang terkait dengan panglima perang,

di antaranya ada empat:*'

1. Patuh dan setia kepada panglima perang, karena kekuasaannya atas
mereka adalah sah dan taat kepada mereka adalah wajib.

2. Menyerahkan segala persoalan kepada pendapat panglima perang, dan
pengaturannya agar pendapat-pendapat mereka tidak berbeda. Sebab jika
pendapat-pendapat mereka tidak sama, maka itu merusak keutuhan, dan
persatuan mereka.

3. Segera mengerjakan instruksi-instruksi panglima perang, dan patuh
kepada larangan-larangannya, karena kedua sikap tersebut termasuk salah
satu konsekwensi ketaatan. Jika di antara anggota pasukan ada yang tidak
mengerjakan apa yang ia perintahkan, dan malah mengerjakan apa yang ia
larang, maka panglima perang diperbolehkan menindak mereka karena
pelanggaran tersebut sesuai dengan kondisi mereka dan tidak

diperbolehkan bertindak terlalu keras.

1 1bid., 86-88.
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4. Tidak menentang panglima perang dalam pembagian rampasan perang,
jika ia telah membagi-baginya, dan menerima pembagiannya dengan adil,
karena Allah Ta’ala tidak membeda-bedakan dalam pembagian rampasan
perang antara orang yang berstatus sosial tinggi dengan orang yang

berstatus sosial rendah, dan antara orang yang kuat dengan orang lemah.



BAB III

DATA HASIL PENELITIAN LARANGAN KETERLIBATAN ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI ANGGOTA PARTAI
POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Cita negara hukum
untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh
Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah
yang diatur oleh hukum. Kemudian dipertegas dengan Aristoteles, suatu
negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan
berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara
bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang
menentukan baik buruknya suatu hukum.'

Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu
kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan
(institusional), kaedah aturan (instrumental) dan perilaku para subyek hukum
(elemen subyektif dan cultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut
mencakup kegiatan pembuatan hukum (/aw making), kegiatan pelaksanaan

hukum atau penerapan hukum (/aw administration) dan kegiatan peradilan

" Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 14.

47
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atas pelanggaran hukum (/aw adjudicating) atau yang biasa disebut dengan
penegakkan hukum dalam arti sempit (/aw enforcement).

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum
merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan
mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara
anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainya dalam
mewujudkan tujuannya.

Pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai
wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan
pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi
petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasi kegiatan,
mengawasi, mendorong, dan melindungi masyarakat.

Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan
tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh
hukum.* Wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya
konstitusi negara beserta peraturan Perundang-Undangannya.

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangan di Indonesia

> Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer (Jakarta: The

Biography Institute, 2007), 131.

’ Imran Juhaefah, “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Disertasi--Universitas Muslim Indonesia,
Makassar, 2011), 2.

* Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2011), 15.
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menganut sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki ini
berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai
implementasi dari negara hukum. Selain itu, dengan adanya hierarki ini, itu
berarti suatu Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih
tinggi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Daerah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara yang telah diatur
secara tersendiri dalam Pasal 30 ayat (2), (3), dan (5) Undang-Undang Dasar
1945 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

3

Menurut Pasal 1 definisi Tentara adalah “warga negara yang
dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna

menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”. Definisi tersebut
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memang belum lengkap, akan tetapi terdapat pengertian tentang jati diri
TNI yang terdapat dalam Undang-Undang TNI itu sendiri dalam Pasal 2
yang mana militer Indonesia yakni sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang,
Tentara Nasional dan Tentara Professional.

a. Tentara Rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga
negara Indonesia.

b. Tentara Pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam
melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

c. Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas
demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan
golongan agama.

d. Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik,
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis,
dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik
negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi
manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang
telah diratifikasi.

Jika disimpulkan, Tentara Nasional Indonesia adalah tentara yang
mempunyai ciri dari apa yang disebutkan di atas dalam jati dirinya yakni
sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara
Profesional. Unsur-unsur inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh tentara
dari negara manapun, karena Tentara Nasional Indonesia lahir dan terbentuk
dari latar belakang sejarah yang berbeda dengan negara manapun.

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia diatur dalam ketentuan
Pasal 3 yang berisi:
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI
berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan
administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas menunjukkan
kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menunjukkan fungsi dan
perannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya Tentara
Nasional Indonesia ketika melaksanakan pengarahan dan penggunaan
kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden, kedudukan di
bawah presiden, serta di bawah kekuasaan presiden.’

Menurut Jimly Asshiddige, Presiden sebagai kepala pemerintahan
eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas
ketiga angkatan tentara itu sehingga Presiden bisa disebut dengan istilah
Panglima Tertinggi.’ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-
Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara.”

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia di bawah Presiden ini
mengandung pengertian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:’

a. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Tentara
Nasional Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden, disini
Presiden mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap pengerahan

kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer

° Andrizal, “Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004” (Jurnal--Universitas Jambi, Jambi, 2014),
114.

% Jimly Asshiddige, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara (Jakarta: 2006), 132.

7 Pasal 17-18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.
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(operasi militer) ini Presiden harus mendapatkan persetujuan terlbih
dahulu melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

b. Dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer
atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak
ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara
Nasional Indonesia secara langsung. Namun dalam waktu 2 X 24 jam
sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

c. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan
kekuatan Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Presiden harus
menghentikan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia
tersebut.

Ketentuan inilah yang merupakan suatu cara pengerahan kekuatan
militer atau Tentara Nasional Indonesia (operasi militer) yang tidak
mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena perlu pertimbangan-
pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik
dalam pemerintahan yang ada di negara kita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menunjukkan
kedudukan TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan antara lain
meliputi perencanaan strategi (pengelolahan pertahanan negara,

pengelolahan  sumber daya nasional, perekrutan, pengadaan,
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penganggaran, serta-pembinaan teknologi pertahanan yang diperlukan
oleh TNI dan lain-lain), serta masalah administrasi (pendidikan, latihan,
kekuatan) yang dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan.®

Berdasarkan uraian di atas, untuk memadukan kedudukannya
militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Dengan kata lain, Tentara Nasional Indonesia hanya bisa
tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh
pemerintah. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu Tentara
Nasional Indonesia tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan Panglima
Tertinggi Tentara Nasional Indonesia semata. Akan tetapi juga atas dasar
kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antara Presiden
dan DPR.’

2. Tugas Tentara Nasional Indonesia

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat
(1). Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia ialah “menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

¥ Andrizal, “Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004” (Jurnal--Universitas Jambi, Jambi, 2014),
114.

? Ibid.
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bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara’.

10

Tugas pokok yang dimaksud dalam Pasal di atas yakni dilakukan

dengan:

a. Operasi militer untuk perang;
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1.

S

11.

12.

13.

14.

Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

Mengatasi pemberontakan bersenjata;

Mengatasi aksi terorisme;

Mengamankan wilayah perbatasan;

Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri;

Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta
keluarganya;

Memberdayakan  wilayah pertahanan dan kekuatan
pendukungnya, secara dini sesuai dengan sistem pertahanan
semesta;

Membantu tugas pemerintahan di daerah;

Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang
diatur dalam undang-undang;

Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala
negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di
Indonesia;

Membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
(search and rescue);serta,

Membantu pemerintahan dalam pengamanan pelayaran dan,
penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan
penyelundupan.

Menurut Jimly Asshiddigie, secara kontekstual inti dari tugas

Tentara Nasional Indonesia ialah mempertahankan kekuasaan negara

untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman.

' Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.
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Sedangkan dalam pengertian menjaga keutuhan wilayah yakni
mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala
isinya, di darat, di laut dan di udara yang batas-batasnya ditetapkan
dengan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa,
kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara.'’
3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia
Pasal 6 Tentara Nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat
pertahanan negara, fungsi tersebut adalah sebagai berikut:'>
a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu
akibat kekacauan keamanan.

Tentara Nasional Indonesia Sebagai kekuatan penangkal adalah
instrumen militer yang mempunyai kekuatan untuk menangkal kekuatan
militer dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan
negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dengan kekuatan
nyata ini akan memberikan dampak psikologi bagi pihak lawan, sehingga
mereka (lawan) akan memperhitungkan atau berpikir dua kali untuk
melakukan serangan atau invansi ke wilayah Indonesia dan bahkan akan

mengurungkan niatnya untuk melawan Indonesia.

"' Aziz Ahmadi, Prajurit Menggugat: Kajian Kritis Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan
Calon Panglima TNI (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), xi.

"2 Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.
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Fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai penindak, mengandung
maksud bahwa Tentara Nasional Indonesia mempunyai kemampuan untuk
melawan sekaligus menghancurkan pihak asing yang mengancam
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Sedangkan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai pemulih,
mengandung maksud bahwa apabila negara terjadi kekacauan akibat
perang, terorisme, konflik komunal, huruhara, pemberontakan, dan
bencana alam, maka Tentara Nasional Indonesia bersama dengan instansi
yang lainnya ikut membantu pemerintahan untuk memulihkan atau
mengembalikan kondisi akibat kekacauan yang telah disebabkan."

Dari konsep pemikiran seperti di atas dapat ditarik pengertian
bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia dalam negara adalah
melakukan tugas di bidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep
pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen
utama adalah Tentara Nasional Indonesia.

4. Wewenang Tentara Nasional Indonesia

Setiap prajurit memperoleh kesempatan: (1) mengembangkan
kemampuannya  melalui  pendidikan dan  penugasan  dengan
mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan; dan, (2) mendapatkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan

berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan

" Nunung Gunaryono, “Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan Ditinjau dari
UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI” (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009),
74-75.
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mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Setiap Prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan
dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 49).

Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit
yang meliputi; (a) perlengkapan perseorangan; dan (b) pakaian seragam
dinas. Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan
kedinasan, yang meliputi; (a) penghasilan yang layak; (b) tunjangan
keluarga; (c) perumahan/asrama/mess; (d) rawatan kesehatan; (e)
pembinaan mental dan pelayanan keagamaan; (f) bantuan hukum; (g)
asuransi kesehatan dan jiwa; (h) tunjangan hari tua; dan (i) asuransi

R .1 14
penugasan operasi militer.

' Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 519.



BAB IV

ANALISIS FIQH STYASAH TERHADAP LARANGAN KETERLIBATAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK

A. Alasan Yuridis dan Rasiologis Terhadap Pelarangan Anggota Tentara
Nasional Indonesia menjadi Anggota Parpol
Kebebasan merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang di
dalamnya terdapat hak bersikat dan berkumpul. Kebebasan berserikat dan
berkumpul dapat diaplikasikan dalam sebuah bentuk organisasi atau
institusi. Organisasi sendiri sangat berperan dalam pemerintahan, dalam
kaitannya membantu kinerja pemerintah, sehingga organisasi merupakan
bentuk realisasi hak kebebasan manusia dalam hal berserikat dan berkumpul
bagi tiap warga negara.
Selain itu, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sudah diadopsi
dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu hak kebebsan untuk
berserikat dan berkumpul telah secara resmi menjadi hak konstitusional

3

warga negara Indonesia. Pasal 28 E ayat (3) menetapkan bahwa “setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat™.’

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur

tentang hak kebebasan untuk berserikat yang direalisasikan dengan

! Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
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organisasi Partai Politik, akan tetapi pelarangan menjadi anggota Partai
Politik bagi anggota Tentara Nasional Indonesia termuat dalam Pasal 39
angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia yang berbunyi “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi
anggota partai politik”.?

Berikut beberapa pendapat mengenai pelarangan anggota TNI menjadi
anggota Partai Politik:
1. Prof. Dr. B. J. Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-

RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa:’

“Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses
pemilu, pemerintah mengatur netralitas POLRI, TNI, serta PNS.
Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu,
pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada
partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih
menempatkan diri sebagai fasilitator...selain dari itu, dalam rangka
menghapuskan KKN dikalangan PNS, maka dedikasi dan
profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring
dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan
birokrasi yang bersih, netral, dan profesional. Pengaturan tentang
PNS tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik
dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian,
PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, optimal, adil, dan merata tanpa mempertimbangkan
golongan aliran politik yang ada.”

TNI haruslah netral dalam proses pemilu yang tidak boleh menjadi
anggota partai politik agar tetap menjaga sikap profesionalnya dalam

menjalankan tugasnya.

? Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

? Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, "Analisis terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI dalam
Pemilihan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, No. 1, Vol. II (Januari, 2011), 54.
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2. Presiden Joko Widodo dalam HUT ke-73 TNI di Plaza Mabes TNI,
Cilangkap, Jakarta Timur tanggal 5 Oktober 2018 yang menyatakan
bahwa:*

“Saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Jendral Besar
Soedirman tentang jati diri TNI bahwa politik tentara adalah politik
negara, loyalitas tentara adalah loyalitas untuk kepentingan bangsa
dan negara. Saya menegaskan TNI adalah milik nasional yang
berada di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak oleh
kepentingan politik yang sempit, TNI selalu menjamin netralitas
politik di era demokrasi seperti sekarang. TNI harus semakin maju
dan profesional serta bersinergi dengan seluruh komponen bangsa.
Sumpah prajurit yang saudara ikrarkan serta janji Sapta Marga yang
saudara janjikan adalah pondasi moral yang kokoh bagi dedikasi
saudara bagi bangsa dan negara. Itulah yang harus dipegang teguh
oleh institusi TNI dan prajurit TNI yang membuat Indonesia kokoh
berdiri menghadapi gelombang zaman yang sering bergejolak, yang
memperkokoh Indonesia dalam menghadapi persaingan global.”

Dengan demikian TNI tidak boleh berkecimpung dalam politik
praktis. TNI tidak bekerja demi kepentingan politik maupun golongan
tertentu, karena politik TNI adalah politik negara, yang mana hanya
untuk kepentingan bangsa dan negara.

3. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Thza Mahendra menilai pernyataan
Panglima TNI Jendral Gatot Numantyo tanggal 4 Oktober 2017 yang
menyatakan bahwa:’

“Beda dengan politikus di DPR. Karena kepentingan politik, dia

bisa bicara begitu. Tapi kalau seorang Panglima TNI kan dia bicara

politiknya itu politik tentara dan politik tentara itu konstitusi.
Panglima TNI tidak memperjuangkan kepentingan satu kelompok

* Fabian Januarius Kuwado, “Jokowi: Politik Tentara adalah Politik Negara, Loyalitas Tentara
adalah Loyalitas bagi Bangsa”, dalam
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/10/05/11471851/jokowi-politik-tentara-adalah-
politik-negara-loyalitas-tentara-adalah, diakases pada 02 Juli 2019.

> Febrianto, “Panglima TNI Berpolitik, Ini Penilaian Pakar Hukum Tata Negara”, dalam
https://news.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788786/panglima-tni-berpolitik-ini-penilaian-
pakar-hukum-tata-negara, diakses pada 02 Juli 2019.


https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/10/05/11471851/jokowi-politik-tentara-adalah-politik-negara-loyalitas-tentara-adalah
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/10/05/11471851/jokowi-politik-tentara-adalah-politik-negara-loyalitas-tentara-adalah
https://news.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788786/panglima-tni-berpolitik-ini-penilaian-pakar-hukum-tata-negara
https://news.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788786/panglima-tni-berpolitik-ini-penilaian-pakar-hukum-tata-negara
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ataupun golongan melainkan seluruh NKRI dan pernyataan seperti

itu juga pernah disampaikan Panglima Jendral Sudirman. Jadi,

sebenarnya yang dimaksud Jendral Sudirman dengan politik negara
itu sebetulnya, dia berbicara dalam konteks sebagai negarawan.

Bukan berbicara sebagai praktisi politik.”

Politik yang dijalankan oleh Jendral Gatot Nurmantyo merupakan
politik negara, bukan politik praktis. Artinya, tindakan yang dia lakukan
selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pelarangan Anggota Tentara
Nasional Indonesia menjadi anggota Partai Politik di atas, dapat disimpulkan
bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak boleh menjadi anggota
Partai Politik dengan bekerja demi kepentingan politik maupun golongan
tertentu, yang mana agar anggota Tentara Nasional Indonesia tetap menjaga
profesionalnya dalam menjalankan tugas yakni sebagai pertahanan negara.
Politik Tentara Nasional Indonesia adalah politik negara, yang mana hanya
untuk kepentingan bangsa dan negara serta merupakan tugas yang telah
sesuai dengan konstitusi.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, mengenai keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik
didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga
negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah
menikah dari setiap provinsi.6

Selanjutnya diatur pula mengenai Keanggotaan Partai Politik, yakni

adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun

6 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
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atau sudah/pernah kawin. Keanggotaan Partai Politik ini bersifat sukarela,
terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui AD dan
ART. Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan
serta hak memilih dan dipilih. Anggota partai politik wajib mematuhi dan
melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai
Politik.”

Berdasarkan persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota Partai
Politik di atas, maka tiap warga negara dapat untuk menjadi anggota Partai
Politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota Tentara Nasional
Indonesia, yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia dapat
menjadi anggota Partai Politik. Namun dalam Undang-Undang Partai Politik
tersebut tidak disebutkan secara khusus pengecualian bagi anggota Tentara
Nasional Indonesia yang dilarang terlibat menjadi anggota Partai Politik.

Secara historis, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia
mendasarkan pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/20000 tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang mengatur netralitas dari Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Dalam
Pasal 5 tersebut menetapkan mengenai keikutsertaan Tentara Nasional
Indonesia dalam penyelenggaraan negara.®

(1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan
pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.

7 Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik.

¥ Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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(2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan
politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi,
menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

(4) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak
memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia
dalam menentukan arah kebijkan nasional disalurkan melalui
Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan
tahun 20009.

(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki
jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
ketentaraan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memungkinkan suatu hak
asasi manusia dibatasi hanya dengan Undang-Undang sebagaimana bunyi
Pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan:’

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Adanya pembatasan pengecualian menjadi anggota Partai Politik
terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang mewajibkan bersikap
netral dalam kehidupan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah untuk
menjaga eksistensi Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan
dan keamanan.

Sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas pokok

? Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
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Tentara Nasional Indonesia adalah “menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

10
negara’ .

Tugas pokok yang dimaksud dalam Pasal di atas yakni dilakukan

dengan:

a. Operasi militer untuk perang;
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1.

N .

11.

12.

13.

Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

Mengatasi pemberontakan bersenjata;

Mengatasi aksi terorisme;

Mengamankan wilayah perbatasan;

Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan
politik luar negeri;

Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta
keluarganya;

Memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan  kekuatan
pendukungnya, secara dini sesuai dengan sistem pertahanan
semesta;

Membantu tugas pemerintahan di daerah;

. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka

tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam
undang-undang;

Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara
dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia;
Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,
dan pemberian bantuan kemanusiaan;

Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search
and rescue);serta,

' Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.
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14. Membantu pemerintahan dalam pengamanan pelayaran dan,
penerbangan  terhadap  pembajakan, perampokan, dan
penyelundupan.

Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa Prajurit dapat
diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena menjabat suatu
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat
diduduki oleh seorang prajurit TNI aktif, salah satunya adalah menjadi
anggota partai politik. Sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (1) huruf g sebagai
berikut:'!

Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
atas permintaan sendiri;

telah berakhirnya masa ikatan dinas;

menjalani masa pensiun;

tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;

gugur, tewas atau meninggal dunia;

alih status menjadi pegawai negeri sipil;

menduduki jabatan yang menurut perundang-undangan tidak dapat
diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan

berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

RS0 e o

=

Hal ini didasar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terdapat
kebijakan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang
berawal dari gagasan Abdul Haris Nasution, yang disebut sebagai konsep
jalan tengah. Konsep ini adalah sebuah konsep dimana militer bukan hanya
berperan sebagai fungsi tempur saja, akan tetapi sebagai fungsi pembina

wilayah atau pembina masyarakat pula.

' Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.
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Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai kebijakan Dwifungsi
ABRI:
1. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Djuanda menilai wacana
penempatan anggota perwira/jendral aktif di pos-pos kementerian rentan
berpotensi terjadi maladministrasi, tanggal 2 Maret 2019 menyatakan

bahwa:'?

“Sudahlah, TNI sudah sesuai dengan fungsinya sekarang, tidak perlu
masuk ke dalam ranah politik praktis, dia menjaga kedaulatan ini,
persatuan bangsa ini, itu sudah fungsi yang terhormat, kalau
wacanakan kembali, apa tidak belajar dari masa lalu kita? Jadi gini
kita ini sudah eranya sudah benar demokrasinya sudah mulai
digeliatkan, saya kira kalau itu ide kembali ke belakang lagi ke
masa lalu itu tidak pas. Jelas menyalahi aturan. Kalau misal ini
diimplementasikan untuk dwifungsi dengan peraturan presiden, UU
kita jelas mengatakan tak lagi dwifungsi TNI, TNI itu adalah cukup
perang. Persoalan ini sudah kita lakukan paradigma baru bahwa
masyarakat dan sumber daya sipil kita sudah siap, walau memang
ada hal-hal tertentu di bidang sandi negara, Basarnas, itu masih
butuh orang TNI atau Kepolisian. Tapi bukan tanpa arti di luar arti
itu boleh. Nanti akan merusak demokrasi kita.”

Menurut beliau peran Tentara Nasional Indonesia sudah sesuai
dengan fungsinya saat ini, Tentara Nasional Indonesia tidak perlu masuk
ke dalam ranah politik praktis.

2. Daniel S. Lev seorang profesor ilmuan politik menyatakan bahwa
Dwifungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi
juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan

kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada di bawah

"> Haris Prabowo, "Ahli Tata Negara Sebut Dwifungsi TNI Rentan Maladministrasi”, dalam
https://tirto.id/ahli-tata-negara-sebut-dwifungsi-tni-rentan-maladministrasi-die2, diakses pada 02
Juli 2019.


https://tirto.id/ahli-tata-negara-sebut-dwifungsi-tni-rentan-maladministrasi-die2
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kekuasaan institusi militer.'> Menurut beliau ABRI menjadi satu-satunya
institusi politik yang sangat berkuasa dan dapat mengatur seluruh
kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa kelemahan Dwifungsi bagi
negara:'*

1. Beberapa personil militer yang menjadi kepala desa, camat, bupati, atau
gubernur, diberitakan sering menggunakan paksaan atau metode-metode
militer dalam hubungan mereka dengan rakyat yang ada di bawah
wewenang mereka. Banyak dari mereka dikritik karena ketidakmampuan
mereka memegang jabatan-jabatan politik.

2. Dwifungsi ABRI tidak mempunyai basis konstitusional dan melawan
prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu terdapat pula keuntungan dari adanya Dwifungsi bagi
negara, Letnan Jendral Sayidiman mengidentifikasi terdapat tiga keuntungan
utama di antaranya:15
1. Seandainya para pemimpin ABRI tidak bertanggung jawab dan tidak setia

menjaga keamanan, stabilitas maupun kemerdekaan negara, maka ketika
para politisi sipil menyerah kepada Belanda, mereka tidak akan dapat
melanjutkan perjuangan bersenjata, yang pada akhirnya, dapat memberi

kemerdekaan kepada bangsa.

" Nina Mirantie Wirasaputri, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi
Demokrasi Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 3, Vol. 19 (Agustus, 2017), 518.

' Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI: Asal-Usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan
Pembangunan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 149-152

" Ibid., 141-142.
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2. Seandainya ABRI hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai organisasi
militer secara kaku, ABRI tidak akan memimpin perjuangan bersama
melawan PKI sejak tahun 1952, ketika komunis pulih dan mulai
memperluas aktivitas-aktivitas mereka untuk mengambil alih kekuasaan
di dalam negara.

3. Seandainya tidak ada dwifungsi ABRI, maka seteah kudeta pada tahun
1965, ketika TNI menjadi kekuatan yang andal, pihaknya dapat dengan
mudah menjalankan kebijakan yang mengutamakan TNI. Akan tetapi,
kebijakan ini tidak diambil. Sebaliknya diambil pendekatan yang
mengutamakan pembangunan, sehingga memberi keuntungan pada negara
secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan adanya Dwifungsi ABRI
ini mengakibatkan ABRI sangat berkuasa dan dapat mengatur seluruh
kehidupan masyarakat, namun terdapat pula sisi positifnya dimana ABRI
bukan hanya memiliki fungsi sebagai fungsi tempur untuk mempertahankan
negara, namun ABRI juga sebagai pembina masyarakat dimana militer

bersama dengan masyarakat yang saling bahu-membahu.

Kemaslahatan dan Kemudaratan Tentara dalam Kehidupan Politik
Secara umum keterlibatan militer dalam politik dapat dikelompokkan
menjadi dua, yakni sebab eksternal dan sebab internal. Sebab eksternal yaitu

disebabkan oleh faktor situasi dan sistem politik yang belum memungkinkan,
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sedangkan sebab internal yaitu faktor dari diri militer sendiri yang

mendorong untuk melakukan perilaku politik.'

Adapun sebab eksternal yang menjadikan kelompok militer cenderung
berpolitik, antara lain:'’

1. Rangkaian sebab yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem politik.
Kondisi ini menyeret institusi militer menyempatkan dirinya untuk
mengerahkan segala kekuasaan kekerasan ini kepada militer. Sistem
politik yang sudah mapan akan memposisikan militer sebagai the
guardian of the state, sebaliknya dalam sistem politik yang kacau, dengan
alasan menjadi penyelamat bangsa militer akan terjun ke dunia politik.

2. Rangkaian sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer
untuk mempengaruhi kondisi politik, bahkan untuk mendapatkan jabatan-
jabatan politis yang strategis. Anehnya dalam kondisi instabilitas
semacam ini justru kelompok sipil yang mengajak militer untuk
menyelesaikan bersama.

3. Rangkaian sebab yang berhubungan dengan political perspective kaum
militer. Perpektif ini untuk mengetahui sejauhmana kepemimpinan sipil
bersikap terhadap berbagai kepentingan jangka panja panjang politik
militer. Apabila secara pribadi eliter mempunyai dendam terhadap politisi
sipil.

Adapun sebab internal yang datangnya dari diri militer itu sendiri,

: 18
diantaranya:

' Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t.), 59.
17 11
Ibid., 60.
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1. Serangkaian peristiwa yang menyebabkan ketidakstabilan politik di
sebuah negara. Dalam sebuah negara berkembang kondisi ini seringkali
muncul seiring dengan perkembangan politik kontemporer.

2. Kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi politisi sipil.
Kemampuan golongan ini bisa karena militer sering mengikuti
perkembangan politik atau justru sipil sendiri yang banyak
memamfaatkan militer dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik.
Perlu diketahui bahwa hingga sekarang ini masih banyak orang yang
mendamakan kepemimpinan yang tegas, meski bukan otokrasi.

3. Perspektif politik dari kelompok militer. Perpektif militer terhadap sipil
memang tidak selamanya jelek, disebabkan oleh perbedaan latarbelakang
kehidupan masing-masing. Namun secara institusional perspektif militer
terhadap sipil adalah partner dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pola hubungan sipil-militer dalam Islam didasarkan pada teks-teks al-

Qur’an, hadis, serta tradisi Islam yang berlangsung sejak 1400-an tahun yang

lampau dimana Muhammad menjadi Nabi sekaligus kepala negara dan

panglima tertinggi angkatan perang.'’ QS. Al-Baqarah ayat 216:

=, e, 2 e a2 % P PR ce g 8 o 5
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“216. Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah
sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal
ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,

¥ Ibid., 60-61.
" 1bid., 176.
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Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.”

Ayat ini secara teksual mewajibkan kepada umat Islam untuk taat pada

ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Posisi Nabi bukan hanya menjadi

pemegang otoritas keagamaan, tetapi juga otiritas kepemimpinan politik dan

juga kepemimpinan angkatan bersenjata.

Berikut adalah kemaslahatan dari peran politik militer dalam

kehidupan negara, diantaranya:

1.

Negara memiliki pertahanan yang kuat dengan adanya militer yang selalu
bertanggung jawab dan setia pada negara.

Militer adalah warga negara pilihan yang memenuhi berbagai persyaratan
untuk mengabdikan diri pada negara, menjadikan sosok militer sebagai
teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya.

Selain dari segi kemaslahatan, terdapat pula dari segi kemudhorotan

apabila militer atau tentara menuju ke panggung politik, di antaranya

sebagai berikut:

1.

Mempengaruhi soliditas dan komitmen atas tugas utama yang diemban
yakni tugas mempertahankan keutuhan negara dan pasukan dari pihak

luar atau asing.

. Kedudukannya yang berada di bawah kepala negara, mampu menjadikan

militer dapat berkuasa di seluruh kehidupan masyarakat.
Maraknya diskriminasi yang terjadi karena perbedaan golongan yakni

golongan masyarakat dan militer dalam sebuah jabatan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia terdapat pembatasan anggota TNI untuk menjadi anggota
Partai Politik yaitu mewajibkan anggota TNI bersikap netral dalam
kehidupan politik. Hal ini diatur untuk menjaga eksistensi TNI sebagai
aparatur pertahanan dan keamanan. Larangan keterlibatan anggota TNI
menjadi anggota Partai Politik tersebut tidak bertentangan dengan Pasal
28 E ayat (3) UUD 1945.

2. Dalam figh siyasah, larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional
Indonesia menjadi anggota Partai Politik sesuai dengan konsep sultah
tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas menjalankan peraturan, karena
al-jaysh (pasukan tentara) dilarang oleh amir al-jihad (panglima perang)
untuk terlibat dalam urusan bisnis atau hal lain di luar perang. Hal ini
diatur agar tidak mempengaruhi soliditas dan komitmen pasukan pada

tugas utama yang diemban yaitu sebagai pertahanan negara.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hendaknya anggota Tentara
Nasional Indonesia, hendaknya tetap selalu menjaga fungsinya sebagai alat
pertahanan meskipun adanya larangan untuk menjadi anggota Partai Politik
sesuai dengan konsep sultah tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas

menjalankan Undang-Undang.
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